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ABSTRAK 

Marsha Aulia Fauza, NIM. 223010703015, Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Palangka Raya, 2026. “KETIMPANGAN KINERJA PROAKTIF BADAN 

PUBLIK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (Studi Analisis 

Faktor Penyebabnya di Kota Palangka Raya)”. Tim Pembimbing: Bismar 

Harris Satriawan, S.IP., M.I.P. dan Rizki Masyahbandi, S.Sos., M.IP. 

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Meski telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, implementasinya di lapangan 

masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara satu badan publik 

dengan badan publik lainnya. Kondisi ini terlihat jelas di Kota Palangka Raya, di 

mana terdapat selisih nilai hingga 81,86 poin antara badan publik berpredikat 

Informatif dan Tidak Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Komisi 

Informasi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bentuk ketimpangan kinerja proaktif badan publik dalam 

penyediaan informasi publik di Kota Palangka Raya, serta menganalisis faktor-

faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur dengan 

informan kunci, serta studi dokumen. Analisis data mencakup penelaahan 

konsistensi antara data kinerja, temuan lapangan, dan kerangka regulasi yang 

berlaku. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan kinerja proaktif terwujud 

dalam tiga dimensi, yaitu transparansi yang bersifat formalitas, akuntabilitas yang 

hanya berhenti pada pemenuhan prosedur formal, dan responsivitas yang bersifat 

situasional. Ketimpangan ini dipengaruhi oleh empat faktor dalam kerangka 

Edwards III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di 

antara keempat faktor tersebut, disposisi pimpinan terbukti paling menentukan 

karena secara langsung mengondisikan efektivitas faktor-faktor lainnya. 

 

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Kinerja Proaktif, Implementasi 

Kebijakan, Edwards III.  
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ABSTRACT 

Marsha Aulia Fauza, Student ID. 223010703015, Student of Government 

Science Department, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas 

Palangka Raya, 2026. “PROACTIVE PERFORMANCE DISPARITY OF 

PUBLIC BODIES IN PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE (An 

Analytical Study of Contributing Factors in Palangka Raya City)”. 

Supervisors: Bismar Harris Satriawan, S.IP., M.I.P. and Rizki Masyahbandi, 

S.Sos., M.IP. 

Public information disclosure is a fundamental pillar in realizing transparent and 

accountable governance. Despite being mandated under Law Number 14 of 2008, 

its implementation continues to reveal considerable disparities across public bodies. 

This is clearly evident in Palangka Raya City, where a gap of up to 81.86 points 

was recorded between the highest and lowest performing public bodies based on 

the 2024 Monitoring and Evaluation results of the Central Kalimantan Information 

Commission. This study aims to describe the forms of proactive performance 

disparity among public bodies in the provision of public information in Palangka 

Raya City, as well as to analyze the factors that contribute to the occurrence of such 

disparity. 

This study employs a qualitative approach with a descriptive design. Data were 

collected through non-participant observation, semi-structured interviews with key 

informants, and document analysis. The analysis involved examining the 

consistency between performance data, field findings, and the applicable regulatory 

framework. The findings indicate that proactive performance disparities manifest 

across three dimensions, namely formality transparency, accountability limited to 

procedural compliance, and situational responsiveness. These disparities are 

influenced by four factors within Edwards III’s policy implementation framework, 

namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Among 

these, leadership disposition proved to be the most decisive factor, as it directly 

conditions the effectiveness of the other three. 

 

Keywords: Public Information Disclosure, Proactive Performance, Policy 

Implementation, Edwards III.  
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